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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 14 TAHUN 2012  

TENTANG 

PENANAMAN MODAL 
 

I. UMUM 

1. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari 
pembangunan nasional, sebagai upaya terus menerus ke arah 
perubahan yang lebih baik dan guna meningkatkan kualitas 
manusia dan masyarakat Kabupaten Garut sesuai dengan 
potensi yang dimiliki dengan memanfaatkan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi serta memperhitungkan berbagai 
peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional 
maupun global. Pelaksanaan pembangunan dimaksud 
memerlukan modal yang cukup besar. Modal tersebut dapat 
disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun 
masyarakat luas, terutama pihak swasta. Pembangunan 
ekonomi yang di dalamnya melibatkan pihak swasta berupa 
penanaman modal asing maupun dalam negeri mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hal ini 
dikarenakan penanaman modal merupakan langkah awal 
dalam kegiatan produksi. Pertumbuhan ekonomi suatu Negara 
terkait erat dengan tingkat penanaman modal. Untuk mencapai 
tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi diperlukan 
tingkat penanaman modal yang tinggi. 

2. Untuk mencapai tingkat penanaman modal yang tinggi dalam 
rangka mendukung pembangunan, perlu diciptakan suatu 

kondisi yang menjamin kemudahan pelayanan dan perizinan 
kepada para investor, serta adanya kebijakan Pemerintah 
Daerah untuk memberikan kemudahan bagi investor yang akan 
menanamkan di Daerah. Langkah Pemerintah Daerah ini 
dimungkinkan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 
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Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam 
Pasal 176 dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah dalam 
meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan 
insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau 
investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan.” Sejalan dengan ketentuan 
sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan urusan 
penanaman modal sebagai salah satu urusan wajib Pemerintah 
Daerah, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam 
subbidang kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah 
menetapkan Peraturan Daerah tentang penanaman modal 
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  

3. Selain regulasi yang mengatur tentang penanaman modal, 
maka tujuan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah 
dapat tercapai apabila factor penunjang yang menghambat 
iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui 
perbaikan koordinasi antar  instansi Pemerintah dan Daerah, 
penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang 
penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, 
serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan 
keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor 
penunjang tersebut, diharapkan realisasi penanaman modal 
akan meningkat secara signifikan.  

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar 

terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini. 

Pasal 2 

Huruf a 
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Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah 
asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar 
dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang 
penanaman modal. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas 
yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur, dan  tidak diskriminatif 
tentang kegiatan penanaman modal. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas 
yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir 
dari penyelenggaraan penanaman modal harus 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan yang sama dan 
tidak membedakan asal penanam modal” adalah asas 
perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara 
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing 
maupun antara penanam modal dari satu negara asing 
dan penanam modal dari negara asing lainnya. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas 
yang mendorong peran seluruh penanam modal secara 
bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah 
asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal 
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dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha 
untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan 
berdaya saing. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas 
yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses 
pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin 
kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek 
kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan 
datang. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” 
adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan 
tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan 
pemeliharaan lingkungan hidup. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas 
penanaman modal yang dilakukan dengan tetap 
mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak 
menutup diri pada masuknya modal asing demi 
terwujudnya pertumbuhan ekonomi. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan dan 
kesatuan ekonomi nasional” adalah asas yang berupaya 
menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam 
kesatuan ekonomi nasional. 

Pasal 3 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi Daerah” dimaksudkan untuk pengembangan 
ekonomi yang bersifat strategis untuk menjaga 
keseimbangan dan kemajuan Daerah. 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “menciptakan lapangan kerja” 
adalah keharusan penanam modal dalam memenuhi 
kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga 
kerja lokal, sesuai kompetensi dan kebutuhan. 

Huruf c  

Yang dimaksud dengan “meningkatkan pembangunan 
ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” 
yaitu kebijakan yang terkait secara langsung dengan 

konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, seperti 
kewajiban penanam modal untuk melaksanakan 
tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan 
(corporate social responsibility/CSR), menanggung dan 
menyelesaikan kewajiban dan kerugian dalam hal 
penghentian usaha secara sepihak, menciptakan iklim 
usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, 
serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan 
dayasaing dunia usaha Daerah” adalah upaya untuk 
mendorong perekonomian Daerah menuju perekonomian 
nasional maupun perekonomian global, serta untuk 
mengantisipasi berbagai konsekuensi yang harus dihadapi 
terkait dengan kerjasama internasional, baik secara 
bilateral, regional maupun multilateral (World Trade 
Organization/WTO). 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kapasitas dan 
kemampuan teknologi” adalah terkait dengan kewajiban 
penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing 
untuk menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih 
teknologi bagi tenaga kerja lokal. 

 


